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P U T U S A N 

Nomor 703/Pdt.G/2021/PA.Utj 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara;  

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Rokan 

Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, 

Alamat dahulu di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, 

sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara;  

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

  
DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 6 

Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 

703/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 6 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta 
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Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan 

Termohon berstatus Perawan; 

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di 

Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan 

Hilir, selama lebih kurang 1 tahun. kemudian pindah kekediaman bersama 

di alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 2 

tahun, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah;  

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul); 

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 

2 orang anak yang bernama Anak I, umur 10 tahun dan Anak II, umur 8 

tahun; 

    Anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai saat sekarang; 

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2011 antara Penggugat 

dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya 

menjadi tidak harmonis lagi; 

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah : 

a. Tergugat sering ketahuan bermain judi; 

b. Tergugat suka mengonsumsi narkoba; 

c. Tergugat suka mengambil uang hasil dagangan Penggugat dan uang 

tersebut digunakan untuk bermain judi; 

d. Tergugat pernah memukul Penggugat karena tidak terima ditegur oleh 

Penggugat; 

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 

terjadi pada Juni 2013, kejadian berupa Tergugat dengan Penggugat 

bertengkar karena Penggugat menegur Tergugat supaya tidak 
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mengonsumsi narkoba lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima dan 

menampar Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat, sampai sekarang tanpa saling menjalankan 

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut di atas antara Penggugat 

dengan Tergugat berpisah, Tergugat dahulu tinggal dan menetap di rumah 

kediaman berpisah di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, 

Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh 

wilayah RI, sedangkan Penggugat tinggal dan menetap di rumah kediaman 

orang tua Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya pasangan suami istri, hal ini sudah berjalan lebih 

kurang 7 tahun lamanya; 

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan 

Tergugat, namun tidak berhasil; 

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama 

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan 

datang. Dengan demikian, permohonan izin Penggugat untuk mengikrarkan 

talak terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini 

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yang 

hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut 

melalui mass media, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan 

karena alasan yang sah menurut hukum;   

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa;  

A. Surat; 

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 

12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinaboi, 

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; 

B. Saksi;  

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan 

nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, di bawah 

sumpahnya menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 

7 (tujuh) tahun yang lalu; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 
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- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

karena Tergugat suka bermain judi, mengonsumsi narkoba dan 

pernah mencuri uang saksi; 

- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon sudah 

pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil; 

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

sopir, tempat tinggal di Kabupaten Siak, di bawah sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga lama Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 

7 (tujuh) tahun yang lalu; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

karena Tergugat suka bermain judi dan mengonsumsi narkoba; 

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah 

berusaha merukunkan, namun tidak berhasil; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan 

Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan 

gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing, 

karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini 
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(persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya 

untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara 

jelas dan pasti, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir 

pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena 

itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 R.Bg. 

junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;   

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di 

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, 

dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak 

ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sesuai pula dengan pendapat 

ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai 

pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:   

 

Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghoib 

(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang 

telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“ .   

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan 

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk 

membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa  

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi 
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perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain 

judi, mengonsumsi narkoba dan pernah memukul Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat 

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur 

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

mengenai dalil gugatan dalam posita adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri 

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut; 

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, mengonsumsi 

narkoba dan pernah mencuri uang orang tua Penggugat; 

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; 
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1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; 

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290; 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya 

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan 

hubungan suami istri antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi 

alasan hukum;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat 

indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau 

tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang 

berkepanjangan bagi suami isteri tersebut, dengan demikian Majelis Hakim 

menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken 

marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami 

isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

tidak mungkin akan dapat tercapai; 

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur 

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan 

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal 
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merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga 

perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan 

rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah 

tangga mereka telah pecah.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap 

Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan 

Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in 

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum 

Islam;  

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang 

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); 

 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah. oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., 
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M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal 

Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh 

Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat;  

 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

  

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I. 

  

Hakim Anggota II,  

  

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.  

 Panitera Pengganti, 

  

 Jufriddin, S.Ag. 

 

 

Perincian Biaya : 

Pendaftaran : Rp 30.000,00,- 

ATK : Rp 50.000,00,- 

Pemanggilan : Rp 840.000,00,- 

PNBP : Rp 20.000,00,- 

Redaksi : Rp 10.000,00,- 

Materai : Rp 10.000,00,- 

Jumlah : Rp 960.000,00,- 
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